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PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat
sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan
lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan
sendiri (Weiner dalam Coryanata, 2004). Komitmen organisasi diperlukan sebagai
salah satu indikator kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen yang tinggi
dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. Seseorang yang
bergabung dalam organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen
dalam dirinya. Sebagai definisi yang umum. Rachmawati (2009) mengartikan
komitmen organisasional sebagai sikap yang menunjukkan “loyalitas” karyawan
dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi
mengekspresikan  perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan
organisasinya. Komitmen mencakup juga keterlibatan kerja. Hal ini disebabkan
karena antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi sangat erat
hubungannya. Keterlibatan kerja sebagai derajat kemauan untuk menyatukan
dirinya dengan pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya
untuk pekerjaan, dan menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari
kehidupannya. Komitmen dari karyawan merupakan sesuatu yang penting. Karena
dampaknya antara lain terhadap keterlambatan, ketidakhadiran, keinginan untuk

pindah kerja, dan perputaran tenaga kerja.



Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau
unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya
dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang
diidentifikasi dengan suatu posisi (Herminingsih, 2009). Pengelolaan keuangan
daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah. Berdasarkan UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan,
kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.  Perubahan mendasar dalam
pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik
terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan, salah satunya
adalah terkait dengan manajemen keuangan negara maupun daerah.

Perubahan mendasar dalam penyusunan keuangan daerah merupakan
wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi
manajemen pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan manajemen
keuangan negara maupun daerah. (Baridwan dalam Tuasikal, 2007) menegaskan
tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan
paradigma dan prinsip—prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap
penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Hal ini menandakan
perubahan paradigma penyusunan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan
yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan

manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks.



Chow et al, (1988) menyatakan bahwa apabila bawahan ikut
berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan
informasi privat yang mereka miliki. Dengan demikian atasan menerima
informasi yang belum diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi
pemahaman terhadap bawahan sehingga semakin mengurangi informasi asimetris
dalam hubungan atasan sebagai pemegang kuasa anggaran dan bawahan sebagai
pelaksana anggaran. Sejalan dengan ini Yusfaningrum (2005) mengatakan bahwa
bila bawahan diberi kesempatanm untuk memberikan masukan berupa informasi
yang dimilikinya kepada atasan maka atasan akan memperoleh pemahaman yang
lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial,
sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu
anggaran (Mardiasmo, 2002). Dalam penyusunan anggaran diperlukan
komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi
terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi
langsung pada bagiannya. Menurut Brownell dalam Coryanata (2004) partisipasi
penyusunan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam
proses penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran melibatkan
semua tingkat manajemen untuk mengembangkan rencana anggaran. Partisipasi
dari bawahan dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja karena
dengan adanya komunikasi antara atasan dan bawahan dapat memungkinkan

bawahan untuk memilih. Tindakan memilih tersebut dapat membangun komitmen



sebagai tanggung jawab atas apa yang telah dipilih dan pada akhirnya akan
meningkatkan kinerja.

Pada era otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang
besar untuk menyusun sumber-sumber keuangan (desentralisasi administratif)
demi kemakmuran rakyat di daerahnya. Desentralisasi administratif tersebut,
dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan
penyusunan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik
(Coralie dalam Rohman, 2007). Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama
menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi
pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparat di daerah, bahkan sampai ke
hirarki yang lebih rendah. Hal ini berakibat pada fungsi dan peran yang harus
dimainkan oleh para pejabat di daerah (Widodo dalam Rohman, 2007). Para
pejabat yang melakukan fungsi perencanaan serta pengendalian anggaran adalah
manajer dalam satuan kerja perangkat daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas
nyata dan bertanggung jawab. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar
semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah..

Sejak tahun 2006, yaitu sejak ditetapkannya Kepmendagri 13/2006 tentang
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang mengacu pada PP 58/2005



tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan UU 33/2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
hingga sekarang pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah dan sedang
mengimplementasikan model struktur kekuasaan (otoritas) baru dan rancangan
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang juga baru. Ini merupakan
keniscayaan, sebab dengan peraturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja
yaitu APBD yang penyusunannya harus dengan model anggaran partisipatif.
Dengan model APBD berbasis kinerja, struktur kekuasaan (otoritas) penyusunan
APBD tidak hanya bergantung pada Kepala Daerah (model terdahulu
tersentralisasi), bahkan harus didasarkan pada kekuasaan (otoritas
terdesentralisasi) yang lebih bawah, yaitu pimpinan Badan, Dinas, Kantor, dan
unit-unit lainnya (Syafruddin, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) mengemukakan bahwa
komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan
bahwa kinerja manajerial yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi,
membantu unit Kkerja untuk mencapai kinerja organisasi yang diharapkan.
Sementara itu peran manajer pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap
kinerja. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan yang baik dalam SKPD
membantu unit kerja dalam mencapai kinerja memperlihatkan kinerja manajerial
yang baik pula.

Menurut Sumarno (2005) penelitian Browneell, Brownell dan Mcinnes,

Steers, Ivancevich, dan Indriantoro menunjukkan hubungan positif dan signifikan



antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Cherrington,
Milani, Kenis, Brownell dan Hirst serta Morse dan Reiner menemukan bahwa
partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial menunjukkan hubungan
yang positif tidak signifikan. Penelitian Stedry dan penelitian Bryan dan Locke
menunjukkan pengaruh negatif antara partisipasi penyusunan anggaran dan
kinerja manajerial.

Penelitian ini  merupakan replikasi dan ekstensi penelitian Putri (2010).
Perbedaannya adalah penambahan satu variabel independen yaitu partisipasi
penyusunan anggaran keuangan daerah dan objek yang akan diteliti dalam
penelitian kali ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Sukoharjo.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis
ingin meneliti mengenai Pengaruh Komitmen Organisasional, Peran Manajer Dan
Partisipasi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial
( Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ).

1.1.1 Perumusan Masalah

1. Apakah komitmen organisasional dalam berpengaruh terhadap kinerja
manajerial?

2. Apakah peran manajer berpengaruh terhadap kinerja manajerial?

3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah berpengaruh

terhadap kinerja manajerial?



1.1.2

1.13

Tujuan Penelitian
Mengetahui  pengaruh  komitmen organisasional terhadap Kinerja
manajerial.
Mengetahui pengaruh peran manajer terhadap kinerja manajerial
Mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah
terhadap kinerja manajerial
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritits

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan teori akuntansi keperilakuan dan akuntansi
manajemen terutama pada teori penetapan tujuan (goal setting theory)
dalam konteks pemerintah daerah.
2. Manfaat Praktik

Diharapkan memberikan implikasi terkait dengan komitmen
organisasional karyawan pada organisasi sektor publik, serta diharapkan
dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang perlu
dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja manajerial satuan kerja
pemerintah melalui proses pengelolaan.
3. Manfaat Organisasi

Pemerintah daerah dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan
acuan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah dan komitmen

organisasional, serta memberikan perhatian yang mendalam dan



merumuskan langkah—langkah yang akan diambil mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan komitmen organisasional, peran manajer dan paretisipasi

dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat terciptanya peningkatan

kinerja.

1.1.4 Sistematika Penelitian

Agar dapat mencapai tujuan, maka penelitian ini disusun secara sistematik

yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I:

BAB II:

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis, penelitian
terdahulu, tinjauan pustaka yang memuat teori-teori secara
konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok
permasalahan yang diteliti. Teori-teori berkisar  tentang
komitmen organisasi, peran manajer pengelola keuangan daerah,

partisipasi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja manajerial.

BAB Ill: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, sampel dan
populasi, sumber data, metode pengumpulan data, definisi

operasional variabel, pengukuran variabel, serta metode analisis



BAB IV:

BAB V:

data yang digunakan dalam pencapaian tujuan penelitian atas
rumusan masalah penelitian.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo yang menjadi obyek
penelitian dan analisis data yang bersangkutan. Analisis data
ditujukan untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan
pemecahan masalah penelitian.

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan,
keterbatasan penelitian, dan saran-saran bermanfaat yang dapat

diberikan bagi penelitian selanjutnya.



